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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia yang diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 

22D ayat (1), (2) dan (3) tidak sesuai dengan gagasan pembentukan DPD 

dalam menciptakan mekanisme check and balances pada cabang 

kekuasaan negara. Keberadaan DPD RI secara fungsional masih terbatas 

pada persoalan yang menyangkut kedaerahan. Kewenangan DPD RI 

sebagai badan legislatif hanya berperan sebagai “pengusul” dan memberi 

“pertimbangan” pada cabang kekuasaan yang lainnya. Sehingga 

kedudukan dan kewenangan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan 

republik Indonesia masih nampak “subordinat” terhadap kekuasaan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  

2. Implementasi hukum kewenangan DPD RI pada bidang fungsi legislasi, 

pengawasan dan anggaran masih belum maksimal dilaksanakan oleh 

DPD RI karena disebabkan kewenangannya yang masih sangat terbatas. 

Kewenangan DPD RI sebatas untuk “mengajukan usul”, “ikut 

membahas” dan “memberi pertimbangan”. Sejauh ini capaian 

pelaksanaan kewenangan DPD RI dalam menjalankan fungsi 

representasi masih sangat rendah jika dibandingan dengan DPR RI baik 

di bidang fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. 
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B. Saran 

1. Bahwa Pemerintah dan DPR RI perlu mengamandemen Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta merevisi Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperkuat kedudukan dan 

kewenangan DPD RI sehingga mampu mengakomodir kepentingan-

kepentingan daerah melalui fungsi representasi yang kuat dan utuh. 

2. Bahwa DPD RI dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu 

melaksanakan kewenangan secara maksimal dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya serta memperhatikan serius segala kebutuhan hukum 

masyarakat di daerah. 
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